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ABSTRAK

EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 

ATAS GAJI PEGAWAI TETAP

( Studi Kasus di PT. Sumber Pangan Gisindo )

Angela Merici Febri Rentanubun

072114007

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2011

Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai apakah penghitungan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang dilakukan oleh PT. Sumber 

Pangan Gisindo telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-

31/PJ/2009.

Jenis penelitian yang dilakukan berupa studi kasus.Teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode wawancara dan 

dokumentasi.Teknik analisis data yang digunakan adalah menentukan penghasilan 

yang diterima oleh pegawai, menentukan pengurang penghasilan bruto, 

menentukan besarnya PTKP, menentukan tarif pajak guna menghitung Pajak 

Penghasilan Pasal 21 Terutang yang diterapkan PT.Sumber Pangan Gisindo, serta 

membandingkan penghitungan menurut perusahaan dengan penghitungan 

menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-31/PJ/2009.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghitungan Pajak Penghasilan 

Pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang dilakukan oleh PT.Sumber Pangan Gisindo 

tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER-31/PJ/2009, 

karena terdapat kesalahan dalam menentukan penghasilan yang diterima oleh 

pegawai, serta dalam menentukan pengurang penghasilan bruto.
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ABSTRACT

AN EVALUATION OF CALCULATION OF INCOME TAX-ARTICLE 21

ON PERMANENT EMPLOYEE’S SALARY

(A Case Study at PT.Sumber Pangan Gisindo)

Angela Merici Febri Rentanubun

072114007

Sanata Dharma University

Yogyakarta

2011

The purpose of this study was to assess whether calculation of Income 

Tax-Article 21 on permanent employee’s salaries conducted by PT.Sumber 

Pangan Gisindo already referred to Regulation of Director General Tax No.PER-

31/PJ/2009.

The type of research conducted was case study. The data collection 

techniques were interview and documentation methods. The data analysis 

technique used was by determining the employee’s salary, it’s deduction from 

gross income, determining the amount of PTKP, determining the tax rate to 

calculate the Income Tax Payable of Article 21 applied by PT.Sumber Pangan 

Gisindo, as well as comparing the calculation according to the company and the 

calculation based on the Regulation of Director General Tax No.PER-31/PJ/2009.

The results showed that the calculation of income Tax Article 21 on 

permanent employee’s salaries conducted by the PT.Sumber Pangan Gisindo was 

not suitable with the Regulation of Director General Tax No.PER-31/PJ/2009, 

because there were mistakes in determining the income received by the employee, 

and the deduction from gross income.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagian besar sumber pendapatan negara berasal dari penerimaan 

pajak yang dibutuhkan sebagai pembiayaan pembangunan nasional yang 

signifikan bagi negara. Dana pembangunan nasional tersebut biasanya 

dialokasikan untuk pembangunan fasilitas umum yang dapat menunjang 

kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional 

yang adil, maka peran aktif masyarakat sangat diperlukan terutama dalam hal 

pembayaran pajak.

Optimalisasi pemungutan pajak di Indonesia diwujudkan dalam 

berbagai jenis dan macam pajak yang dibebankan kepada rakyat, seperti Pajak 

Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Hadiah 

dan lain-lain baik pajak pusat maupun pajak daerah (Siti Resmi,2003). Pajak 

penghasilan merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut oleh 

pemerintah pusat, dalam hal ini ialah Direktur Jenderal Pajak.

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, 

upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam 

bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan 

yang dilakukan oleh orang pribadi dalm negeri, sebagai imbalan sehubungan 

dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan pegawai atau bukan 
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pegawai (Mardiasmo,2009). Penghasilan karyawan/pegawai berupa gaji/

upah/ honorarium/ tunjangan tersebut nantinya akan dikenakan pajak, dan 

jumlah pajak tersebut merupakan jumlah pajak yang harus disetorkan ke kas 

negara sebagai wujud partisipasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

pajaknya.

Dalam melakukan proses menghitung besarnya pajak, wajib pajak 

dituntut mampu menerapkan Peraturan Perpajakan ke dalam penghitungannya. 

Hal ini bertujuan agar penghitungan tidak menyimpang dari peraturan 

sehingga tidak menimbulkan sanksi yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Untuk itu, penilaian mengenai penghitungan pajak penghasilan pasal 

21 perlu dilakukan, agar penghitungan pajak penghasilan pasal 21 tidak 

menyimpang dari Peraturan Perpajakan dan tidak menimbulkan kerugian bagi 

perusahaan itu sendiri dan pemerintah.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penghitungan

Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada PT. Sumber Pangan 

Gisindo sesuai dengan Peraturan Perpajakan?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Periode penelitian di tahun 2010.
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2. Peraturan Perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 Tentang 

Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan 

dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menilai penghitungan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang dilakukan oleh PT. Sumber 

Pangan Gisindo dengan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji 

pegawai tetap menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-31/PJ/2009.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Bagi Universitas Sanata Dharma

Hasil karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dan 

membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas skripsi maupun tugas 

lainnya dengan topik yang sama.

2. Bagi Perusahaan/ Instansi yang diteliti

Diharapkan dapat membantu perusahaan dalam menilai cara/proses 

menghitung besarnya pajak penghasilan pasal 21.
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3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini, dapat membantu penulis mendalami perpajakan 

khususnya yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisi tentang penjelasan mengenai urutan 

dari penulisan, yang disusun sebagai berikut:

BAB I     PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari 

penelitian, manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini, serta 

sistematika dari penulisan skripsi ini.

BAB II     TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang akan 

digunakan oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini, baik 

tentang teori – teori atau literatur maupun hasil temuan lain yang 

terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap.

BAB III    METODE PENELITIAN

Bab ini menggambarkan cara-cara untuk melaksanakan kegiatan 

penelitian mulai dari rancangan penelitian sampai dengan teknik 

analisis data yang digunakan dalam melakukan evaluasi 

penyelesaian masalah.
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BAB IV    GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisi mengenai gambaran umum tentang perusahaan yang 

diteliti.

BAB V     ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai data-data yang berasal dari 

perusahaan serta pembahasan masalah yang dihadapi perusahaan 

berdasarkan tinjauan pustaka yang relevan untuk menentukan 

alternatif penyelesaian masalah.

BAB VI    PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah 

dilakukan, keterbatasan, serta saran untuk perusahaan/ instansi

yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Beberapa pengertian tentang pajak antara lain:

a. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani (Waluyo,2000):

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat 

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 

peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat 

prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya 

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung 

tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

b. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H (Mardiasmo,2009):

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum”.

2. Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 

6
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oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang untuk menentukan besarnya 

pajak terutang ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, utang pajak 

timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang 

terutang. Ciri-cirinya: wewenang untuk menentukan besarnya pajak 

terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif mulai dari 

menghitung, memotong, menyetor, serta melaporkan sendiri pajak 

yang terutang, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang 

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang 

terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib 

pajak.

B. Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Penghasilan (UU Pajak No. 36 Tahun 2008, pasal 4 ayat 1) adalah setiap 

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, 

baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat 
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dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang 

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak penghasilan ialah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas 

penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

2. Dasar Hukum

Dasar Hukum yang berhubungan dengan pajak penghasilan adalah 

peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang pajak 

penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984, yaitu UU No 7 Tahun 

1983, yang sebagaimana telah mengalami empat kali perubahan, 

diantaranya:

a. UU No 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1991 dan Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3459)

b. UU No 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1994 dan Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3576)

c. UU No 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 dan Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3985)

d. UU No 36 Tahun 2008
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3. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk 

memperoleh dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. 

Yang menjadi subjek pajak menurut pasal 2 UU No 36 Tahun 2008 

adalah:

a. Subjek pajak Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau 

berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

b. Subjek pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 

menggantikan yang berhak.

Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 

menggantikan yang berhak merupakan subjek pajak pengganti, 

menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Ketika warisan ini 

sudah terbagi maka pewaris nyalah yang merupakan subjek pajak.

c. Subjek pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, 

baik melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, 

BUMN/BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan,dll.

d. Subjek pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan 

oleh pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 
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183 hari dalam jangka waktu 12bulan, serta badan yang tidak didirikan 

dan tidak berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk Usaha Tetap ini ditentukan 

sebagai subjek pajak tersendiri, terpisah dari badan.

e. Subjek pajak dalam negeri

Yang dimaksud subjek pajak dalam negeri menurut pasal 2 UU No. 36 

Tahun 2008 adalah:

1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi 

yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh 

tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang 

pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan 

mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, 

kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi 

kriteria:

a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

b) Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belenja negara atau anggaran pendapatan dan belenja daerah;

c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat 

atau pemerintah daerah; dan

d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional 

negara; dan
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3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan 

yang berhak.

f. Subjek pajak luar negeri

Yang menjadi subjek pajak luar negeri menurut pasal 2 UU No 36 

Tahun 2008 adalah:

1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang 

pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus 

delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, 

dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 

Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 

melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang 

pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus 

delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, 

dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 

Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari 

Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 

melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

C. Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, 

upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan 
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dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan 

yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi.

2. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009 

pasal 3, yang termasuk sebagai penerima penghasilan yang penghasilannya 

dipotong PPh Pasal 21 adalah:

a. Pegawai;

b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, 

tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;

c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, meliputi :

1) tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari 

pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan 

aktuaris;

2) pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, 

bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, 

peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, 

dan seniman lainnya;

3) olahragawan

4) penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;

5) pengarang, peneliti, dan penerjemah;
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6) pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan 

sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, 

ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;

7) agen iklan;

8) pengawas atau pengelola proyek;

9) pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang 

menjadi perantara;

10) petugas penjaja barang dagangan;

11) petugas dinas luar asuransi;

12) distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan 

kegiatan sejenis lainnya;

d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan 

sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain 

meliputi :

1) peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan 

olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan 

perlombaan lainnya;

2) peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;

3) peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai 

penyelenggara kegiatan tertentu;

4) peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;

5) peserta kegiatan lainnya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



14

3. Bukan Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009

pasal 4, yang tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang 

dipotong PPh Pasal 21 adalah :

a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultat atau pejabat lain dari 

negara asing, dan orang – orang yang diperbantukan kepada mereka 

yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan 

syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima 

atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya 

tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal 

balik;

b. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang – Undang Pajak Penghasilan, 

yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan 

warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan 

atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

4. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009 

pasal 5 ayat (1) dan (2), penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa 

penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
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1) Penghasilan yang diterima secara teratur berupa gaji, uang pensiun 

bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan 

komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang 

lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan 

isteri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, 

tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, 

tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar 

pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama 

apapun;

2) Penghasilan yang diterima secara tidak teratur berupa jasa 

produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, 

tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan 

sejenis lainnya yang bersifat tidak tetap;

b. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan 

penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara 

sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari 

tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;

c. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah 

harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang 

dibayarkan secara bulanan;

d. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, 

komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk 
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apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan 

kegiatan yang dilakukan;

e. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang 

representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan 

nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama 

apapun.

f. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama 

apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak; Wajib Pajak yang 

dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau Wajib Pajak 

yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan 

khusus (deemed profit).

5. Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009 

pasal 8 ayat (1), yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang 

dipotong PPh Pasal 21 ialah :

a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi 

sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi

jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;

b. Penerimaan dalam bentuk natura dan /atau kenikmatan dalam bentuk 

apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali 

penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
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c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang 

pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran Tunjangan 

Hari Tua atau jaminan hari tua kepada badan penyelenggara Jamsostek 

yang dibayar oleh pemberi kerja;

d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau 

lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau 

sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang 

diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari 

lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;

e. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l 

Undang-Undang Pajak Penghasilan.

6. Jenis – Jenis Pegawai

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009 

Pasal 1, pegawai dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

a) Pegawai tetap yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yag 

menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, 

termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang 

secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara 

langsung dan biasanya penghasilan tersebut diberikan atau dibayarkan 

bulanan.

b) Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yaitu orang pribadi yang bekerja 

pada pemberi kerja yang biasanya hanya menerima imbalan bila orang 
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pribadi tersebut bekerja dan biasanya dibayar harian, mingguan 

ataupun bulanan.

7. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009 

pasal 2 ayat (1), yang menjadi pemotong PPh 21 meliputi:

a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik 

merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang 

membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain 

dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan 

dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan 

pegawai;

b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau 

pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, 

Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-

lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di 

Luar Negeri, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan 

pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan 

dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;

c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan 

badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua 

atau jaminan hari tua;
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d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 

serta badan yang membayar:

1) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan 

dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi 

dengan status Subyek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga 

ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas 

namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;

2) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan 

dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi 

dengan status Subyek Pajak luar negeri;

3) Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, 

pelatihan, dan magang;

e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang 

bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta 

lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar 

honorarium, hadiah, atau penghargaan dalm bentuk apapun kepada 

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu 

kegiatan.

8. Pemotong yang dikecualikan dari Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009 

pasal 2 ayat (2), yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang 

mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah;
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a) Kantor perwakilan negara asing;

b) Organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan;

c) Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk 

melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam 

rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

9. Pengurang yang Diperbolehkan dari Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009 

Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11, yang boleh dijadikan pengurang 

penghasilan ialah :

a. Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap yang dipotong PPh 

Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan :

1) Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan 

memelihara penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan 

bruto, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah 

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp500.000,00 

(lima ratus ribu rupiah ) sebulan;

2) Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada 

dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri 

Keuangan atau badan penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau 
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Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang 

pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

b. Besarnya penghasilan neto bagi penerima pensiun berkala yang 

dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah penghasilan bruto yang 

dikurangi dengan biaya pensiun, sebesar 5% ( lima persen ) dari 

penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp200.000,00 (dua ratus ribu 

rupiah) sebulan atau Rp 2.400.000,00 ( dua juta empat ratus ribu 

rupiah ) setahun.

c. Besarnya PTKP ( Penghasilan Tidak Kena Pajak ) per tahun adalah 

sebagai berikut :

No. Keterangan Setahun

1. Diri Wajib Pajak Orang Pribadi Rp 15.840.000,00

2. Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp 1.320.000,00

3. Tambahan untuk seorang istri yang 

penghasilannya digabung dengan 

penghasilan suami.

Rp 15.840.000,00

4. Tambahan untuk setiap anggota keturunan 

sedarah semenda dalam garis keturunan 

lurus serta anak angkat yang ditanggung 

sepenuhnya, maksimal 3 orang untuk 

setiap keluarga.

Rp 1.320.000,00

d. Besarnya PTKP bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut :

1) Bagi karyawati kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri;
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2) Bagi karyawati tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri 

ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan 

sepenuhnya.

e. Dalam hal karyawati kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis 

dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang 

menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh 

penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri 

diambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang 

menjadi tanggungan sepenuhnya.

f. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun 

kalender.

g. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 

besarnya PTKP untuk pegawai yang baru datang dan menetap di 

Indonesia dalam bagian tahun kalender ditentukan berdasarkan 

keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang 

bersangkutan.

h. Dalam hal berdasarkan ketentuan di bidang ketenagakerjaan diatur 

kewajiban untuk mengikutserakan pegawai tidak tetap atau tenaga 

kerja lepas dalam program jaminan hari tua atau tunjangan hari tua, 

maka iuran jaminan hari tua atau iuran tunjangan hari tua yang dibayar 

sendiri oleh pegawai tidak tetap kepada badan penyelenggara jaminan 

sosial tenaga kerja atau badan penyelenggara tunjangan hari tua dapat 

dikurangkan dari penghasilan bruto.
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10. Tarif Pajak dan Penerapannya

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Pasal 

13, tarif pajak yang berlaku beserta penerapannya adalah sebagai berikut :

a. Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak 

Penghasilan diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari :

Penerima Penghasilan Penghitungan PKP

1. Pegawai Tetap (termasuk 

pejabat Negara, Pegawai Negeri 

Sipil, anggota TNI/POLRI, 

pejabat negara lainnya, pegawai 

BUMN dan BUMD)

Penghasilan bruto dikurangi dengan 

biaya jabatan (5% dari penghasilan 

bruto, maksimum Rp 6.000.000,-

setahun atau Rp 500.000,- sebulan), 

iuran pensiun, iuran Jaminan Hari 

Tua, dan dikurangi PTKP

2. Penerima pensiun berkala yang 

dibayarkan secara bulanan

Penghasilan bruto dikurangi dengan 

biaya pensiun (5% dari penghasilan 

bruto, maksimum Rp 2.400.000,-

setahun atau Rp 200.000,- sebulan), 

dan dikurangi PTKP

3. Pegawai tidak tetap, pemagang, 

dan calon pegawai

Penghasilan bruto dikurangi dengan 

PTKP yang diterima atau diperoleh 

untuk jumlah yang disetahunkan.

4. Distributor perusahaan multi 

level marketing atau direct 

selling dan kegiatan sejenisnya

Penghasilan bruto tiap bulan 

dikurangi dengan PTKP perbulan.
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b. Tarif pajak untuk Penghasilan Kena Pajak menurut UU PPh No.36 

Tahun 2008 adalah:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5%

Diatas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,- 15%

Diatas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- 25%

Diatas Rp 500.000.000,- 30%

c. Tarif 50% diterapkan atas perkiraan penghasilan bruto – PTKP 

perbulan yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli.

d. Tarif 5% diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, 

upah borongan, dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp 

150.000,- sehari, tetapi tidak melebihi Rp 1.320.000,- dalam satu bulan 

takwim dan atau tidak dibayarkan secara bulanan.

e. Penerima pesangon, tebusan pensiun, Tunjangan Hari Tua atau 

Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus dikenakan tarif PPh final 

sebagai berikut:

1) Penghasilan bruto sampai dengan Rp 25.000.000,- dikecualikan 

dari pemotongan pajak.

2) Penghasilan bruto diatas Rp 25.000.000,- s.d. Rp 50.000.000,-

sebesar 5%.

3) Penghasilan bruto diatas Rp 50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,-

sebesar 10%.
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4) Penghasilan bruto diatas Rp 100.000.000,- s.d. Rp 200.000.000,-

sebesar 15%.

5) Penghasilan bruto diatas Rp 200.000.000,- sebesar 25%.

f. Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI yang menerima honorarium 

dan imbalan lain yang sumber dananya berasal dari keuangan Negara 

atau Keuangan Daerah dipotong PPh Ps.21 dengan tarif 15% dari 

penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada 

PNS Gol.Iid kebawah, aggota TNI/POLRI Peltu kebawah/Ajun 

Insp./Tingkat I Kebawah.

g. Untuk penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap masa 

pajak, kecuali masa pajak terakhir, tarif diterapkan atas perkiraan 

penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun, dengan 

ketentuan sebagai berikut :

1) Perkiraan atas penghasilan yang bersifat teratur adalah jumlah 

penghasilan teratur dalam 1(satu) bulan dikalikan 12 (dua belas);

2) Dalam hal terdapat tambahan penghasilan yang bersifat tidak 

teratur maka perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 

(satu) tahun adalah sebesar jumlah pada huruf a ditambah dengan 

jumlah penghasilan yang bersifat tidak teratur.

h. Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk masa pajak terakhir 

adalah selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh 

penghasilan kena pajak selama 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun 
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pajak dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada masa-masa 

sebelumnya dalam tahun pajak yang bersangkutan.

i. Dalam hal pegawai tetap kewajiban pajak subyektif hanya meliputi 

bagian tahun pajak tersebut dihitung berdasarkan penghasilan tidak 

kena pajak yang disetahunkan, sebanding dengan jumlah bulanan 

dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan.

j. Dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember 

dan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender 

yang bersangkutan lebih besar dari PPh Pasal 21 yang terutang untuk 1 

(satu) tahun pajak maka kelebihan PPh Pasal 21 yang telah dipotong 

tersebut dikembalikan kepada pegawai tetap yang bersangkutan 

bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21, paling 

lambat akhir bulan berikutnya setelah berhenti bekerja.

k. Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak 

Penghasilan diterapkan atas penghasilan bruto kumulatif berupa:

1) honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima 

atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas 

yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang 

sama;

2) jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang 

bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai;
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3) penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih 

berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya 

telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

11. Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Penerima Penghasilan yang 

Tidak Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib 

Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan 

sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam 

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Pasal 20 ayat (1) dan (2), 

menjelaskan bahwa bagi penerima penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 

21 yang tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), jumlah PPh 

Pasal 21 yang harus dipotong sebesar 120% dari jumlah PPh pasal 21 yang 

seharusnya dipotong.

12. Hak dan Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.31/PJ/2009 Pasal 22, 

23, dan pasal 24, yang menjadi Hak dan Kewajiban Pemotong PPh Pasal 

21 adalah:

a. Pemotong PPh Pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan 

Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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b. Pemotong PPh Pasal 21 wajib menghitung, memotong, menyetorkan 

dan melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan 

kalender.

c. Pemotong PPh Pasal 21 wajib membuat catatan atau kertas kerja 

penghitungan PPh Pasal 21 untuk masing-masing penerima 

penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 yang terutang 

untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas 

kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Pemotong PPh Pasal 21 harus memberikan bukti pemotongan PPh 

Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap 

atau penerima pensiun berkala paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun 

kalender berakhir.

e. Pemotong PPh Pasal 21 harus memberikan bukti pemotongan PPh 

Pasal 21 atas pemotongan PPh Pasal 21 selain pegawai tetap dan 

penerima pensiun berkala setiap kali melakukan pemotongan PPh 

Pasal 21.

f. PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21 untuk setiap 

Masa Pajak wajib disetor ke Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh 

Menteri Keuangan, paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak 

berakhir.

g. Pemotong PPh Pasal 21 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran 

PPh Pasal 21 untuk setiap Masa Pajak yang dilakukan melalui 

penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 ke Kantor 
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Pelayanan Pajak tempat Pemotong PPh Pasal 21 terdaftar, paling lama 

20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

13. Hak dan Kewajiban Penerima Penghasilan yang Dipotong Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Pasal 

22, 23, dan pasal 24, yang menjadi Hak dan Kewajiban Penerima 

Penghasilan yang dipotong pajak adalah:

a. Penerima penghasilan wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan 

Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Pegawai, penerima pensiun berkala, serta bukan pegawai wajib 

membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga 

pada awal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi Subjek Pajak 

dalam negeri sebagai dasar penentuan PTKP dan wajib 

menyerahkannya kepada Pemotong PPh pasal 21 pada saat mulai 

bekerja atau mulai pensiun.

c. Dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga bagi pegawai, 

penerima pensiun berkala, dan bukan pegawai wajib membuat surat 

pernyataan baru dan menyerahkannya kepada Pemotong PPh Pasal 21 

paling lama sebelum mulai tahun kalender berikutnya.

d. Dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember, 

bukti pemotongan PPh Pasal 21 harus diberikan kepada pemberi kerja 

paling lama 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan berhenti bekerja
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14. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai tetap

a. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi Pegawai 

Tetap dengan Gaji Bulanan:

1) Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, 

terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima 

atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala 

jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang 

lembur dan pembayaran sejenisnya, Premi Asuransi Kesehatan, 

premi Asuransi Kecelakaan Kerja, premi Asuransi Jiwa, premi 

asuransi dwiguna, premi beasiswa.

2) Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yng 

diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan 

dengan biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 

6.000.000,- setahun atau Rp 500.000,- sebulan), serta iuran 

pensiun, Iuran Jaminan Hari tua dan/atau Iuran Tunjangan Hari 

Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui 

pemberi kerja kepada Dana Pensiun, selanjutnya dihitung 

penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan 

dikalikan 12.

3) Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar 

penerapan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, yaitu sebesar 

Penghasilan neto setahun dikurangi PTKP. Setelah itu dihitung 
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PPh Pasal 21 sebulan yang harus dipotong dan/atau disetor ke kas 

negara dengan cara PKP dibagi 12.

4) Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tarif Pasal 17 

ayat (1) huruf a UU PPh terhadap PKP, selanjutnya dihitung PPh 

Pasal 21 sebulan yang harus dipotong dan/atau disetor ke kas 

negara, yaitu sebesar jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan 

12.

Contoh Penghitungannya:

Bambang Yuliawan pegawai PT Yasa Buana, menikah tanpa anak 

(K/0), memperoleh gaji sebulan Rp 2.000.000,-. PT Yasa Buana 

mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan 

premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jummlah 

masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Yasa Buana 

menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari 

gaji sedangkan Bambang Yuliawan membayar iuran Jaminan Hari Tua 

sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Yasa Buana 

mengikuti program pensiun untuk pegawainya.

PT Yasa Buana membayar iuran pensiun untuk Bambang ke dana 

pensiun, setiap bulan sebesar Rp 100.000,- sedangkan Bambang 

membayar iuran pensiun sebesar Rp 50.000,-.

Penghitungan PPh Pasal 21:

Gaji Sebulan Rp 2.000.000,00

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja Rp      10.000,00
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Premi Jaminan Kematian Rp        6.000,00

Penghasilan Bruto Rp 2.016.000,00

Pengurang:

1. Biaya Jabatan (5%) Rp 100.800,-

2. Iuran Pensiun Rp   50.000,-

3. Iuran Jaminan Hari Tua Rp 40.000,- Rp    190.800,00

Penghasilan neto sebulan Rp 1.825.200,00

Penghasilan neto setahun Rp 21.902.400,00

PTKP:

- untuk WP sendiri Rp15.840.000

- tambahan WP kawin Rp 1.320.000

Rp17.160.000,00

Penghasilan Kena Pajak setahun Rp  4.742.400,00

Pembulatan Rp  4.742.000,00

PPh Pasal 21 terutang : 5% x Rp  4.742.000,00 = Rp 237.100,00

PPh Pasal 21 sebulan : Rp 237.100,00 :12 = Rp 19.758,00

b. Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai 

yang Berhenti Bekerja pada Tahun Berjalan.

Pemotong pajak harus menghitung kembali PPh Pasal 21 yang 

terutang:

1) Hitung PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan yang 

diterima atau diperoleh dari pemotong pajak dalam tahun kalender 
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yang bersangkutan, baik penghasilan teratur maupun penghasilan 

tidak teratur.

2) PPh Pasal 21 terutang yang harus dipotong untuk bulan Desember 

atau bulan tertentu untuk pegawai tetap yang berhenti bekerja 

sebelum Bulan Desember adalah sebesar selisih antara PPh pasal 

21 terutang atas seluruh penghasilan teratur dan tidak teratur yang 

diterima dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang 

bersangkutan, sebagaimana dimaksud dengan huruf a, dengan PPh 

Pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang 

bersangkutan sampai dengan bulan sebelumnya.

3) Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan 

bulan sebelumnya lebih besar daripada PPh Pasal 21 terutang atas 

seluruh penghasilan teratur dan tidak teratur yang diterima dari 

pemotong pajak dalam tahun kalender yag bersangkutan, misalnya 

dalam hal pegawai berhenti bekerja pada pertengahan tahun, atas 

kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut dikembalikan kepada 

pegawai tetap yang berhenti bekerja bersamaan dengan pemberian 

bukti pemotongan PPh Pasal 21.

Contoh Penghitungan:

Arip Marwanto berstatus belum menikah, adalah karyawan PT 

Mahakam Utama, Yogyakarta. Sejak 1 Oktober 2009, yang 

bersangkutan berhenti bekerja di PT Mahakam Utama. Gaji Arip 

Marwanto setiap bulan sebesar Rp3.500.000,00 dan yang 
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bersangkutan membayar iuran pensiun kepada Dana Pensiun yang 

pendiriannya telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan 

sejumlah Rp100.000,00 setiap bulan.

Penghasilan PPh Pasal 21 yang dipotong setiap bulan:

Gaji sebulan 3.500.000

Pengurangan :

1. Biaya Jabatan 5% x 3.500.000 =175.000

2. Iuran Pensiun =100.000    275.000

Penghasilan neto 3.225.000

Penghasilan neto setahun 12 x 3.225.000 38.700.000

PTKP : untuk diri sendiri 15.840.000

Penghasilan Kena Pajak 22.860.000

PPh Pasal 21 terutang 5% x 22.860.000 1.143.000

PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan:

Rp 1.143.000 : 12 = Rp 95.250,00

Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang selama bekerja pada 

PT Mahakam Utama dalam tahun kalender 2009 (s.d bulan 

September 2009) dilakukan pada saat berhenti bekerja:

Gaji (Januari s.d September 2009)

9 x Rp 3.500.000,00 31.500.000

Pengurangan:

a. Biaya Jabatan 5% x 31.500.000 =1.575.000
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b. Iuran Pensiun 9 x 100.000 =900.000 2.475.000

Penghasilan neto 9 bulan adalah 29.025.000

PTKP: untuk diri wajib pajak 15.840.000

Penghasilan Kena Pajak 13.185.000

PPh Pasal 21 terutang 5% x 13.185.000 = 659.250

PPh Pasal 21 terutang untuk masa Jan s.d Sept 2009 =        659.250

PPh Pasal 21 yang sudah dipotong sampai bulan Agustus:

8 x Rp 95.250,00 =        762.000

PPh Pasal 21 yang lebih dipotong =        102.750

Catatan : kelebihan pemotongan PPh pasal 21 sebesar 

Rp102.750,00 dikembalikan oleh PT Mahakam Utama kepada 

yang bersangkutan pada saat pemberian bukti pemotongan PPh 

Pasal 21.

c. Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Baru yang Mulai Bekerja 

pada Tahun Berjalan

1) Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, 

terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima 

atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala 

jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang 

lembur dan pembayaran sejenisnya, Premi Asuransi Kesehatan, 

premi Asuransi Kecelakaan Kerja, premi Asuransi Jiwa, premi 

asuransi dwiguna, premi beasiswa.
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2) Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yng 

diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan 

dengan biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 

6.000.000,- setahun atau Rp 500.000,- sebulan), serta iuran 

pensiun, Iuran Jaminan Hari tua dan/atau Iuran Tunjangan Hari 

Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui 

pemberi kerja kepada Dana Pensiun, selanjutnya dihitung 

penghasilan neto setahun, yaitu mengalikan penghasilan neto 

sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan 

mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.

3) Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar 

penerapan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, yaitu sebesar 

Penghasilan neto setahun dikurangi PTKP. Setelah itu dihitung 

PPh Pasal 21 sebulan yang harus dipotong dan/atau disetor ke kas 

negara dengan cara PKP dibagi 12.

4) Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tarif Pasal 17 

ayat (1) huruf a UU PPh terhadap PKP, selanjutnya dihitung PPh 

Pasal 21 sebulan yang harus dipotong dan/atau disetor ke kas 

negara, yaitu sebesar jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan 

banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja.

Contoh Penghitungan:

Budiyanta bekerja pada PT Xiang Malam sebagai pegawai tetap sejak 

1 September 2009. Budiyanta menikah tetapi belum punya anak. Gaji 
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sebulan adalah sebesar Rp6.000.000,00 dan iuran pensiun yang 

dibayar setiap bulan sebesar Rp150.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Gaji Sebulan 6.000.000

Pengurangan:

1. Biaya jabatan (5% x 6.000.000) = 300.000

2. Iuran Pensiun 150.000 450.000

Penghasilan neto sebulan 5.550.000

Penghasilan neto setahun (4 x 5.550.000) 22.200.000

PTKP setahun (K/0):

1. Untuk diri wajib pajak 15.840.000

2. Tambahan WP kawin   1.320.000 17.160.000

Penghasilan Kena Pajak setahun 5.040.000

PPh Pasal 21 terutang setahun: 5% x 5.040.000 =   252.000

PPh Pasal 21 terutng sebulan: (252.000/4) =     63.000

d. Penghitungan Pemotongan PPh 21 Terhadap Penghasilan Berupa: Jasa 

Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Tunjangan Hari Raya atau Tahun Baru, 

Bonus, Premi, dan Penghasilan Sejenis Lainnya yang sifatnya tidak 

tetap dan pada umumnya diberikan sekali dalam setahun:

Ken Prameswari seorang karyawati (tidak kawin) bekerja pada PT 

Prabu Kedaton dengan memperoleh gaji sebesar Rp2.750.000,00. 

Perusahaan ikut dalam program Jamsostek. Premi Jaminan Kecelakaan 
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Kerja dan Premi Jaminan Kematian dan iuran Jaminan Hari Tua 

dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan masig-masing sebesar 1,00%, 

0,30% dan 3,70% dari gaji. Prameswari membayar iuran pensiun 

Rp50.000,00 dan iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji 

setiap  bulan. Dalma tahun berjalan dia juga menerima bonus sebesar 

Rp4.000.000,00.

Cara menghitung PPh Pasal 21 atas Bonus adalah sebagai berikut:

PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus (penghasilan setahun):

Gaji setahun (12 x 2.750.000) 33.000.000

Bonus   4.000.000

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (12 x 27.500)      330.000

Premi Jaminan Kematian (12 x 8.250)        99.000

Penghasilan Bruto setahun 37.429.000

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan 5% x 37.429.000 = 1.871.450

2. Iuran Pensiun setahun 12 x 50.000 =    600.000

3. Iuran Jaminan Hari Tua 12 x 55.000 =   660.000   3.131.450

Penghasilan neto setahun 34.297.550

PTKP : untuk diri wajib pajak 15.840.000

Penghasilan Kena Pajak 18.457.550

Dibulatkan 18.457.000

PPh Pasal 21 Terutang 5% x 18.457.000 = Rp 922.850,00
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PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun:

Gaji setahun (12 x 2.750.000) 33.000.000

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (12 x 27.500)      330.000

Premi Jaminan Kematian (12 x 8.250)        99.000

Jumlah 33.429.000

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan 5% x 33.429.000 = 1.671.450

2. Iuran Pensiun setahun 12 x 50.000 =    600.000

3. Iuran Jaminan Hari Tua 12 x 55.000 =     660.000

2.931.450

Penghasilan neto setahun 30.497.550

PTKP : untuk diri wajib pajak 15.840.000

Penghasilan Kena Pajak 14.657.550

Dibulatkan 14.657.000

PPh Pasal 21 Terutang 5% x 14.657.000 = Rp 732.850,00

PPh Pasal 21 atas Bonus:

PPh Pasal 21 atas Bonus adalah:

Rp 922.850,00 – Rp 732.850,00 = Rp 190.000,00

D. Surat Pemberitahuan (SPT)

1. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan 

untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak 
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dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (UU No.28 tahun 

2007)

2. Jenis Surat Pemberitahuan

SPT dibedakan menjadi dua yaitu:

a. SPT - Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 

melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang 

dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat.

b. SPT – Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 

melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam 

suatu Tahun Pajak.

3. Batas Waktu Penyampaian SPT

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No.28 Tahun 2007 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, batas waktu 

penyampaian SPT diatur sebagai berikut:

a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, harus disampaikan paling lama 

20(dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;

b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 

orang pribadi, paling lama 3(tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; 

atau
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c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 

Badan, paling lama 4(empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

4. Sanksi Administrasi

Sesuai dengan Pasal 9 ayat (2a) dan ayat (2b) Undang – Undang No.28 

tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sanksi 

administrasi dijelaskan sebagai berikut:

a. Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaskud pada ayat 

(1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau 

penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 

2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo 

pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan 

dihitung penuh 1(satu) bulan.

b. Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaskud pada ayat 

(2), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat 

Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga 

sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari 

berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan 

sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung 

penuh 1(satu) bulan.
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5. Pembetulan Surat Pemberitahuan

Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1), ayat (1a), ayat (2), Undang – Undang 

No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 

sanksi administrasi dijelaskan sebagai berikut:

a. Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat 

Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan 

pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum 

melakukan tindakan pemeriksaan.

b. Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat 

Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2(dua) tahun sebelum 

daluwarsa penetapan.

c. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan 

Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, 

kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua 

persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak 

saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan 

tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1(satu) 

bulan.

E. Review Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Veronika Lusiana Lusi (062114137)

mengenai “Evaluasi Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak 
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Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor:PER-31/PJ/2009 : studi kasus PT.Madu Baru,Yogyakarta”, berisi 

tentang perusahaan belum sepenuhnya melakukan penghitungan 

pemotongan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor:PER-31/PJ/2009, dikarenakan perusahaan belum dapat menenukan 

besarnya tarif pajak bagi pegawai yang belum memiliki nomor pokok 

wajib pajak. Sedangkan dalam hal penyetoran dan pelaporan sudah sesuai 

dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER-31/PJ/2009.

2. Penelitian yang dilakukan Butet Uli Artha Panjaitan (052114116)

mengenai “Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 : studi 

kasus PT. X”, berisi tentang proses penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 

21 belum mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku pada tahun 

2008 untuk penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur, PT. X belum 

melakukan pembulatan PKP menjadi ribuan kebawah, terdapat kesalahan 

penghitungan biaya jabatan untuk penghasilan tidak teratur.

3. Penelitian yang dilakukan Simon Ambri Listanto (042114145) mengenai 

“Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan 21 untuk Pegawai Tetap : studi 

kasus di PDAM Kab.Klaten Kantor Unit Karangnoko”, berisi tentang 

penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur dan penghasilan tidak 

teratur di PDAM Kab. Klaten belum mengacu pada Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor:PER-31/PJ/2009, dikarenakan ada kesalahan 

penghitungan penghasilan neto pada iuran Pensiun dan iuran THT yang 

digunakan sebagai pengurang pengasilan bruto, PKP tidak dibulatkan ke 
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bawah dalam ribuan rupiah penuh, dan PPh Pasal 21 atas penghasilan 

tidak teratur dihitung dengan cara penghitungan bruto dikalikan Tarif 

Pasal 17 Undang-Undang nomor 17 tahun 2000.

4. Penelitian yang dilakukan Katarina Menuneda (052114107) mengenai 

”Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21: studi kasus pada 

Pegawai Tetap PT Aneka Adhilogam Karya”. Berisi tentang perhitungan 

pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh PT Aneka Adhilogam 

Karya belum menerapkan Peraturan Perpajakan nomor PER-31/PJ/2009, 

dikarenakan perusahaan tidak menambahkan premi asuransi dan uang 

kesehatan sebagai komponen penghasilan bruto bagi pegawai dalam 

rangka menghitung pajak penghasilan pasal 21.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, yaitu dengan 

mengadakan penelitian terhadap suatu instansi/perusahaan. Penelitian ini 

hanya dilakukan pada objek tertentu dan kesimpulan yang diambil hanya 

berlaku pada objek yang diteliti.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli 

tahun 2011.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Sumber Pangan Gisindo yang berlokasi 

di Jalan Ringroad Utara, Kronggahan, Trihanggo, Gamping, Sleman, 

DIY.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ini adalah 

Pegawai Tetap sebagai wajib pajak orang pribadi.
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2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah 

penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

D. Data yang diperlukan

Data yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini adalah:

1. Data singkat mengenai perusahaan.

2. Data mengenai Struktur Organisasi perusahaan.

3. Data mengenai daftar pegawai tetap / penerima pensiun berkala.

4. Data mengenai kebijakan perusahaan dalam sistem penggajian 

karyawan tetap.

5. Data mengenai penghitungan pajak terutang menurut perusahaan.

6. Data mengenai bukti pemotongan Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 

26 untuk Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun Berkala.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab dengan pihak yang 

bersangkutan seperti pegawai perusahaan khususnya pada bagian 

akuntansi. Beberapa pertanyaan diajukan terkait dengan masalah 

penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 di perusahaan.
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2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data berupa dokumen gaji 

yang diperlukan dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21, seperti 

daftar gaji karyawan, penghitungan PPh Pasal 21 menurut perusahaan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah adalah teknik analisis data secara deskriptif. Teknik analisis data 

secara deskriptif adalah teknik analisis data dengan cara menguraikan, 

menafsirkan, dan menggambarkan data yang terkumpul. Langkah-langkah 

yang dilakukan untuk melaksanakan analisis data yaitu:

1. Menentukan penghasilan yang diterima oleh karyawan PT. Sumber 

Pangan Gisindo, yang terdiri dari:

a. Penghasilan teratur

b. Penghasilan tidak teratur

2. Menentukan pengurang penghasilan bruto yang diterapkan PT.Sumber 

Pangan Gisindo terhadap penghasilan pegawainya.

3. Menentukan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang 

diterapkan PT.Sumber Pangan Gisindo berdasarkan daftar tanggungan 

bagi pegawai tetapnya.

4. Menentukan tarif pajak guna menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 

Terutang yang diterapkan PT.Sumber Pangan Gisindo.
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5. Membandingkan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang 

dilakukan PT.Sumber Pangan Gisindo dengan yang dilakukan oleh 

penulis yang mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

No.PER-31/PJ/2009.

Hal – hal yang akan dibandingkan yaitu:

a. Penghasilan yang diterima oleh pegawai.

- Penghasilan Teratur

- Penghasilan Tidak Teratur

No Data penghasilan yang 

diterima pegawai PT.SPG

Peraturan Perpajakan 

yang berlaku

b. Pengurang penghasilan bruto.

No

Data jumlah pengurangan 

penghasilan bruto yang 

dikenakan oleh PT.SPG 

kepada pegawai

Peraturan Perpajakan 

yang berlaku

c. Penentuan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

No Penghasilan Tidak Kena 

Pajak untuk pegawai PT.SPG

Peraturan Perpajakan 

yang berlaku
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d. Penentuan tarif pajak untuk Penghasilan Kena Pajak.

No Lapisan Penghasilan
Peraturan Perpajakan 

yang berlaku

6. Menganalisis dan mengambil kesimpulan apakah PT. Sumber Pangan 

Gisindo dalam melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 

telah mengacu pada Peraturan DirJen Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009.
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BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat perusahaan

Sejak tahun 1970-an, Bapak Soegiharto Budiman selaku pemilik 

modal telah menjalankan usaha penjualan produk Nestle. Usaha ini 

berjalan sebelum perusahaan berdiri secara resmi dan berbadan hukum. 

Barang yang dijual di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya masih diambil

dari luar kota Yogyakarta. Awal mulanya Bapak Soegiharto ikut terjun 

dalam mendistribusikan produk Nestle ke pelanggan – pelanggan. Karena 

volume penjualan terus meningkat, maka beliau mengangkat beberapa 

karyawan untuk membantu pendistribusian produk Nestle. Saat itu 

perusahaan memiliki 20 karyawan yang terdiri dari satu orang pimpinan, 

empat orang administrasi, enam orang sales, enam orang driver, dan tiga 

orang helper.

Pada tahun 1980-an berdirilah UD. Soegiharto yang usaha utamanya 

ialah mendistribusikan produk nestle di wilayah Yogyakarta dan 

sekitarnya. Seiring usaha yang berjalan perkembangan usaha semakin 

maju dan secara langsung mempengaruhi jumlah karyawan yang bekerja 

untuk UD. Soegiharto.

Dengan melihat kemajuan perusahaan tersebut dalam mendistribusikan 

produknya, maka pada tahun 1998 didirikan PT. Sumber Pangan Gisindo. 

Perusahaan ini berlokasi di Jalan Magelang Km 6,5 Yogyakarta. Dibawah 
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suatu organisasi yang solid, maka perkembangan perusahaan semakin 

mengagumkan.

Dengan omzet penjualan yang semakin besar, maka pada tahun 2005 

perusahaan memutuskan untuk memindah lokasi gudang ke Jalan 

Ringroad Utara, Kronggahan, Trihanggo, Gamping, Sleman, DIY. Selain 

mendistribusikan produk nestle, PT. Sumber Pangan Gisindo juga 

mendistribusikan produk minuman, seperti bir hitam merk Guinness, teh 

hijau merk Beverin, teh hijau merk Pokka, dsb.

Dengan adanya diversifikasi distribusi yang semakin kompleks, maka 

perusahaan memerlukan tenaga kerja yang handal dan profesional demi 

mempertahankan kinerja yang diharapkan manajemen. Sekarang ini, PT. 

Sumber Pangan Gisindo telah menjadi Distributor merk Nestle selama 41 

tahun. Pada tahun 2010, jumlah karyawan telah mencapai 122 karyawan 

tetap serta mempunyai armada 20 truk.

B. Visi dan Misi PT. Sumber Pangan Gisindo

Pengenalan lebih luas di pasar global telah menjadi inspirasi PT. 

Sumber Pangan Gisindo untuk mendistribusikan produk yang berkualitas 

dan jasa pemasaran yang sempurna.

1. Visi

Visi merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan 

dalam menjalankan usahanya. Visi PT. Sumber Pangan Gisindo ialah 

Menyehatkan Kehidupan bangsa.
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2. Misi

Misi merupakan langkah – langkah yang ditempuh oleh perusahaan 

dalam mencapai tujuan. Misi PT. Sumber Pangan Gisindo ialah 

Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui produk Nestle, Dancow, 

dll.

C. Lokasi Perusahaan

Lokasi yang strategis merupakan hal yang sangat penting karena selain 

berhubungan dengan masa depan juga berpengaruh terhadap kelangsungan 

hidup perusahaan itu sendiri. Keputusan untuk mendirikan perusahaan 

disuatu lokasi akan mempunyai efek yang penting bagi kesuksesan atau 

gagalnya operasi perusahaan. Oleh karena itu, lokasi perusahaan harus 

ditetapkan secara cermat serta mempertimbangkan faktor – faktor yang 

dianggap turut memegang peranan penting bagi kelancaran proses 

distribusi perusahaan.

PT. Sumber Pangan Gisindo merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang distributor yang terletak di Jalan Ring Road Utara, Kronggahan, 

Trihanggo, Gamping, Sleman, DIY.

D. Pegawai

PT. Sumber Pangan Gisindo memiliki 122 pegawai tetap. Diantara 122 

pegawai tetap tersebut terdapat 15 karyawan yang memiliki penghasilan 

neto diatas PTKP, dan 107 karyawan yang penghasilan netoya dibawah 
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PTKP. Pegawai tetap PT.Sumber Pangan Gisindo memiliki penghasilan 

teratur yang dipotong Pajak Penghasilan pasal 21 dan ada 8 (delapan) 

karyawan yang memiliki NPWP.

E. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan bagian yang sangat penting di dalam 

suatu organisasi maka setiap aktivitas perusahaan dapat dikoordinir dan 

diarahkan sehingga dapat dicapai efisiensi dalam melaksanakan tugas.

Struktur organisasi juga merupakan suatu pedoman pelaksanaan dan 

pengawasan terhadap kegiatan – kegiatan dalam perusahaan sehingga 

merupakan hal yang sangat penting dalam pekerjaan pengumpulan dan 

pengolahan data akuntansi.

Struktur organisasi suatu perusahaan akan sangat bergantung pada 

besar atau kecilnya perusahaan tersebut, jenis usaha, jumlah tenaga kerja 

yang digunakan dan luasnya daerah pemasaran.

Struktur organisasi PT. Sumber Pangan Gisindo dapat dilihat pada  

Gambar 4.1 Halaman 54.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



54
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Gudang
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Operator

Driver

Klaim

Sales TF MD Security

Supervisor
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PajakHutangPiutang

Sales Ctr Penagih

Direktur

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Sumber Pangan Gisindo
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Adapun tugas dan tanggung jawab yang dipegang oleh masing-masing 

bagian dalam perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan. 

Sehingga tanggung jawab tersebut dapat terealisasikan untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan oleh perusahaan :

1. Direktur Utama

Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional perusahaan. 

Bertugas untuk menentukan tujuan dan kebijakan perusahaan, 

mengawasi jalannya kegiatan yang ada di dalam perusahaan.

2. Direktur

Bertanggung jawab atas seluruh aktivitas perusahaan dan menetapkan 

strategi jangka panjang. Selain itu juga bertanggung jawab terhadap 

semua kebijaksanaan manajemen yang menentukan kemajuan 

perusahaan serta melakukan evaluasi dalam setiap tahap pelaksanaan 

dan melakukan perubahan-perubahan bila diperlukan.

3. Wakil Direktur.

Bertanggung jawab untuk berusaha mewujudkan tahap-tahap 

pelaksanaan dari strategi perusahaan serealistis mungkin. Bertugas 

untuk memberikan dukungan sepenuhnya terhadap strategi perusahaan 

serta memberikan masukkan bagi direktur baik dalam pelaksanaan 

maupun perencanaan.
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4. Sekretaris.

Bertanggung jawab untuk mengarsipkan data, koresponden, dan 

dokumen penting. Bertugas untuk membantu direktur dalam 

menyeleksi pekerjaan-pekerjaan mana yang harus dilakukan terlebih 

dahulu.

5. Bagian akuntansi.

Bertanggung jawab atas pencatatan setiap transaksi yang terjadi di 

perusahaan serta penyusunan laporan keuangan sesuai dengan periode 

yang ditentukan. Tugas dan wewenang kepala bagian akuntansi yang 

berkaitan dengan perpajakan adalah melakukan pengawasan terhadap 

semua transaksi keuangan perusahaan pada bidang pajak apakah sudah 

diterapkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan, dan mengontrol serta mengkoordinasi kegiatan bagian 

pembukuan dan pemeriksaan pajak.

F. Sistem Penggajian

Sistem penggajian PT. Sumber Pangan Gisindo adalah bulanan, pemberian 

gaji dilaksanakan pada tanggal 1 setiap bulannya. Penghitungan gaji dan 

pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dilakukan tiap bulan oleh 

bendahara dengan menggunakan rumus/ formula tertentu dalam program 

excel. Pegawai tetap PT. Sumber Pangan Gisindo memiliki penghasilan 

berupa gaji pokok, dan tunjangan per bulan. Beberapa macam tunjangan 

yang diberikan kepada pegawai PT. Sumber Pangan Gisindo adalah 
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tunjangan jabatan, tunjangan masa kerja, tunjangan Hari Raya. Tunjangan 

jabatan diberikan kepada pegawai tetap yang bekerja di bagian driver, 

satpam, OB, marketing, administrasi, helper, gudang. Tunjangan masa 

kerja diberikan kepada pegawai tetap yang memiliki masa kerja lebih dari 

1 tahun. Tunjangan Hari Raya diberikan kepada semua pegawai tetap yang 

dibayarkan 1(satu) kali gaji. Selain beberapa tunjangan yang diberikan 

kepada para pegawai tetap, perusahaan juga mengikutsertakan 

karyawannya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) 

yang terdiri dari:

1. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Ditanggung oleh perusahaan sebesar 0,24%.

2. Premi Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan Hari Tua yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 3,7%, 

sedangkan perusahaan membebankan Jaminan Hari Tua kepada 

karyawannya sebesar 2%.

3. Premi Jaminan Kematian (JK)

Jaminan Kematian ditanggung perusahaan sebesar 0,3%

4. Premi Jaminan Kesehatan

Jaminan Kesehatan bagi tenaga kerja dan keluarga 6%, sedangkan 

Jaminan Kesehatan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga 3%.

57

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



58

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan di PT. Sumber Pangan Gisindo adalah untuk 

menilai apakah penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh 

perusahaan tersebut dalam satu tahun pajak telah mengacu pada peraturan 

pajak yang berlaku di Indonesia. Data yang digunakan pada penelitian ini 

adalah daftar gaji, rekap pemotongan PPh pasal 21 untuk tahun pajak 2010. 

PT. Sumber Pangan Gisindo memiliki 122 pegawai tetap. Diantara 122 

pegawai tetap tersebut terdapat 15 karyawan yang memiliki penghasilan neto 

diatas PTKP, dan 107 karyawan yang penghasilan netoya dibawah PTKP.

Pegawai tetap PT.Sumber Pangan Gisindo memiliki penghasilan teratur yang 

dipotong Pajak Penghasilan pasal 21 dan ada 8(delapan) karyawan yang 

memiliki NPWP.

Perusahaan dalam menentukan status PTKP karyawan adalah berdasarkan 

KSK (Kartu Susunan Keluarga), sedangkan untuk karyawati status PTKPnya 

ditetapkan adalah TK (Tidak Kawin) walaupun karyawati itu sudah menikah 

karena tambahan PTKP sudah kawin dan PTKP tanggungannya diberikan 

pada suaminya. Tambahan PTKP status kawin dan PTKP tanggungannya bisa 

diberikan kepada karyawati yang kawin apabila ada surat keterangan dari 

Pejabat Pemerintah Daerah setempat bahwa suaminya tidak bekerja. Surat 

keterangan itu harus diberikan kepada perusahaan sebagai pegangan 
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perusahaan dalam menghitung PTKP dan sebagai pertanggungjawaban 

apabila terjadi pemeriksaan pajak. Dalam kasus perusahaan ini, tidak ada 

karyawati yang menanggung suaminya.

Untuk data mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21, dengan menggunakan 

formula tertentu, PT. Sumber Pangan Gisindo dapat mengetahui Pajak 

Penghasilan Pasal 21. Formula yang digunakan oleh PT. Sumber Pangan 

Gisindo adalah sebagai berikut:

Penghasilan Bruto setahun Rp XXX

Pengurang :

Biaya Jabatan (5% x penghasilan bruto) Rp XXX -

Penghasilan Neto setahun Rp XXX

Pengurang:

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) setahun Rp XXX -

Pendapatan Kena Pajak setahun Rp XXX

PPh pasal 21 terutang Rp XXX

Sanksi pegawai yang belum memiliki NPWP:

120% x PPh Pasal 21 terutang Rp XXX

Penghasilan bruto setahun diperoleh dari gaji pokok per bulan ditambah 

dengan jumlah tunjangan (tunjangan masa kerja dan tunjangan jabatan) per 

bulan, lalu disetahunkan. Penghasilan neto setahun diperoleh dari penghasilan 

bruto setahun dikurangi dengan biaya jabatan yang dihasilkan dari tarif 5% 

dikalikan dengan penghasilan bruto setahun, maksimal jumlah pengurang 

biaya jabatan adalah sebesar Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun. 
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Selanjutnya untuk menghasilkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu dengan 

mengurangkan penghasilan neto setahun dengan Penghasilan Tidak Kena 

Pajak (PTKP) sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak PER-

31/PJ/2009. Kemudian Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikalikan dengan tarif 

pajak pasal 17 UU No 36 Tahun 2008, sehingga  menghasilkan pajak 

penghasilan pasal 21 terutang setahun. Bagi pegawai yang belum/ tidak 

memiliki NPWP, jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang setahun 

diperoleh dari pajak penghasilan pasal 21 dikalikan 120% (seratus dua puluh 

persen). Untuk menghasilkan pajak penghasilan pasal 21 terutang sebulan 

yaitu dengan membagi jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang setahun 

dengan jumlah bulan dalam satu tahun, yaitu 12 bulan.

Dalam mengolah data, penulis mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal 

Pajak Nomor:PER-31/PJ/2009 tentang penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 

21 yaitu dengan cara mengikuti langkah-langkah yang terdapat dalam bukti 

pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima 

pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hati Tua/Jaminan Hari Tua.

Dari data yang penulis dapatkan, terdapat 107 pegawai yang tidak 

dikenakan pajak penghasilan pasal 21 karena penghasilan neto setahun

dibawah Rp15.000.000 atau dibawah PTKP setahun yang ditanggung oleh 

pegawai. Dari penemuan tersebut, penulis menganalisis bahwa pegawai yang 

penghasilan setahun dibawah Rp15.000.000 memang tidak dikenakan pajak 

penghasilan pasal 21 karena dari pengurangan PTKP setahun untuk wajib 
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pajak (WP) sebesar Rp15.840.000 sudah menghasilkan nilai minus. Maka, 

secara otomatis pajak penghasilan pasal 21 bernilai minus atau pajaknya nol.

B. Analisis Data

Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan penulis untuk menjawab 

rumusan masalah, dengan menindak lanjuti teknik analisis data yang dibuat 

pada Bab III adalah sebagai berikut:

1. Menentukan penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap 

PT.Sumber Pangan Gisindo selama tahun 2010, yaitu:

a. Penghasilan teratur yang diperoleh pegawai PT.Sumber Pangan 

Gisindo yaitu gaji pokok, tunjangan berupa tunjangan masa kerja dan 

tunjangan jabatan yang diberikan oleh perusahaan setiap bulannya.

Selain itu, perusahaan juga mengikuti program Jamsostek yang terdiri 

dari Premi Jaminan Kecelakaan Kerja, Premi Jaminan Kesehatan, 

Premi Jaminan Kematian, namun perusahaan tidak memperhitungkan 

premi tersebut.

b. Penghasilan tidak teratur yang diperoleh pegawai PT.Sumber Pangan 

Gisindo yaitu Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan oleh 

perusahaan setiap akhir tahun atau waktu tertentu saja.

Penghasilan pegawai dimana disatu sisi merupakan biaya bagi pemberi 

kerja, disisi lain merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak 

penghasilan, khususnya pajak penghasilan pasal 21. Oleh karena itu, 
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penghasilan pegawai wajib dipotong PPh Pasal 21, karena perusahaan 

telah memperhitungkan penerimaan penghasilan pegawai.

2. Menentukan pengurang penghasilan bruto yang diterapkan PT.Sumber 

Pangan Gisindo terhadap penghasilan pegawainya.

Pengurang penghasilan bruto yang diterapkan oleh perusahaan terhadap 

penghasilan pegawai, yaitu: Biaya Jabatan sebesar 5% (lima persen) dari 

penghasilan bruto, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan 

sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp500.000,00 

(lima ratus ribu rupiah ) sebulan, dan tidak memperhitungkan Jaminan 

Hari Tua sebagai pengurang penghasilan bruto.

3. Menentukan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang 

diterapkan PT.Sumber Pangan Gisindo berdasarkan daftar tanggungan 

bagi pegawai tetapnya.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diterapkan oleh perusahaan:

No. Keterangan Setahun

1. Diri Wajib Pajak Orang Pribadi Rp15.840.000,00

2. Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp1.320.000,00

3. Tambahan untuk seorang istri yang 

penghasilannya digabung dengan penghasilan 

suami.

Rp15.840.000,00

4. Tambahan untuk setiap anggota keturunan 

sedarah semenda dalam garis keturunan lurus 

serta anak angkat yang ditanggung 

sepenuhnya, maksimal 3 orang untuk setiap 

keluarga.

Rp1.320.000,00
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4. Menentukan tarif pajak guna menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 

Terutang yang diterapkan PT.Sumber Pangan Gisindo.

Tarif pajak yang diterapkan oleh perusahaan, yaitu

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5%

Diatas Rp50.000.000,00 - Rp250.000.000,00 15%

Diatas Rp250.000.000,00 - Rp500.000.000,00 25%

Diatas Rp 500.000.000,00 30%

5. Membandingkan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan 

oleh PT. Sumber Pangan Gisindo dengan penghitungan yang dilakukan 

oleh penulis sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-

31/PJ/2009:

a. Perbandingan penghasilan yang diterima oleh pegawai PT.Sumber 

Pangan Gisindo

Tabel 5.1 Perbandingan Penentuan Penghasilan yang diterima 

oleh pegawai PT.Sumber Pangan Gisindo dengan Peraturan 

Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009.

No.
Data penghasilan yang diterima 

pegawai PT.SPG

Peraturan Perpajakan 

yang berlaku

1. Penghasilan Teratur:

- Gaji pokok

- Tunjangan Masa Kerja

- Tunjangan Jabatan

Penghasilan yang diterima 

pegawai PT.SPG berupa 

gaji, tunjangan, THR, Premi 

Jaminan Kecelakaan Kerja, 

Premi Jaminan Kematian, 

Premi Jaminan Kesehatan 

2. Penghasilan Tidak Teratur:

- Tunjangan Hari Raya (THR)
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merupakan penghasilan 

yang disyaratkan 

berdasarkan Undang-

Undang Perpajakan yang 

berlaku sebagai objek pajak 

PPh Pasal 21.

Sumber: data yang diolah

Pegawai tetap di PT.Sumber Pangan Gisindo menerima 

penghasilan berupa gaji pokok, tunjangan per bulan, dan Tunjangan 

Hari Raya (THR) yang diberikan perusahaan sesuai dengan 

kesepakatan yang diatur tersendiri dalam manajemen perusahaan. 

Namun perusahaan tidak memperhitungkan premi bulanan berupa 

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja, Premi Jaminan Kesehatan, Premi 

Jaminan Kematian sebagai penambah penghasilan.

Pasal 5 ayat (1) menguraikan penghasilan yang dikenakan objek 

pajak poin a tentang “Penghasilan yang diterima secara teratur berupa 

gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium 

anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi 

bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, 

tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, 

tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, 

tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar 

pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun” 

merupakan objek pajak PPh pasal 21.
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b. Perbandingan jumlah pengurang penghasilan bruto yang dikenakan 

oleh PT.Sumber Pangan Gisindo terhadap pegawai

Tabel 5.2 Perbandingan Penentuan Pengurang Penghasilan Bruto 

yang dikenakan oleh PT. Sumber Pangan Gisindo terhadap 

pegawai dengan Peraturan Dirjen Pajak PER-31/PJ/2009.

No

Data jumlah pengurangan 

penghasilan bruto yang 

dikenakan oleh PT.SPG 

kepada pegawai

Peraturan Perpajakan yang berlaku

1. Biaya Jabatan untuk 

penghasilan teratur sebesar 

5% (lima persen) dari 

penghasilan bruto, dengan 

jumlah maksimum yang 

diperkenankan sejumlah 

Rp6.000.000,00 (enam juta 

rupiah) setahun atau 

Rp500.000,00 (lima ratus ribu 

rupiah ) sebulan.

a. Biaya jabatan, yaitu biaya untuk 

mendapatkan, menagih, dan 

memelihara penghasilan sebesar 

5% (lima persen) dari penghasilan 

bruto, dengan jumlah maksimum 

yang diperkenankan sejumlah 

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) 

setahun atau Rp500.000,00 (lima 

ratus ribu rupiah ) sebulan;

b. Iuran yang terkait dengan gaji 

yang dibayar oleh pegawai kepada 

dana pensiun yang pendiriannya 

telah disahkan oleh Menteri 

Keuangan atau badan 

penyelenggara Tunjangan Hari Tua 

atau Jaminan Hari Tua yang 

dipersamakan dengan dana pensiun 

yang pendiriannya telah disahkan 

oleh Menteri Keuangan.

Sumber: data yang diolah
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Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan 

memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, 

biaya jabatan yang diperkenankan yaitu setinggi-tingginya 

Rp6.000.000 setahun atau Rp500.000 sebulan, dan perusahaan tidak 

memperhitungkan Jaminan Hari Tua sebagai pengurang penghasilan 

bruto.

c. Perbandingan penentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Tabel 5.3 Perbandingan Penentuan Penghasilan Tidak Kena 

Pajak untuk Pegawai PT.Sumber Pangan Gisindo dengan 

Peraturan DirJen Pajak Nomor:PER-31/PJ/2009

Penghasilan Tidak Kena Pajak 

untuk pegawai PT.SPG

Peraturan Perpajakan yang 

berlaku

PTKP : Rp15.840.000,00 untuk diri 

pegawai, Rp1.320.000,00 untuk 

pegawai yang kawin, Rp15.840.000,00 

tambahan untuk seorang istri yang 

penghasilannya digabung dengan 

penghasilan suami, Rp1.320.000,00 

tambahan untuk setiap anggota 

keluarga sedarah dan semenda dalam 

garis keturunan lurus serta anak angka 

yang menjadi tanggungan sepenuhnya 

paling banyak 3 orang

PTKP: Rp15.840.000,00 untuk diri 

pegawai, Rp1.320.000,00 untuk 

pegawai yang kawin, 

Rp15.840.000,00 tambahan untuk 

seorang istri yang penghasilannya 

digabung dengan penghasilan 

suami, Rp1.320.000,00 tambahan 

untuk setiap anggota keluarga 

sedarah dan semenda dalam garis 

keturunan lurus serta anak angka 

yang menjadi tanggungan 

sepenuhnya paling banyak 3 orang

Sumber: data yang diolah
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Penghasilan Tidak Kena Pajak (Rp15.840.000,00 untuk diri 

pegawai, Rp1.320.000,00 untuk pegawai yang kawin, 

Rp15.840.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya 

digabung dengan penghasilan suami, Rp1.320.000,00 tambahan untuk 

setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan 

lurus serta anak angka yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling 

banyak 3 orang); sudah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal 

Pajak PER-31/PJ/2009 pasal 11 ayat (1) dan ayat (2).

d. Menentukan tarif pajak guna menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 

Terutang yang diterapkan PT.Sumber Pangan Gisindo.

Tabel 5.4 Perbandingan Penentuan Tarif Pajak dalam 

menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang yang 

diterapkan PT.Sumber Pangan Gisindo dengan Peraturan 

Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009.

Tarif pajak untuk Penghasilan Kena 

Pajak Peraturan Perpajakan 

yang berlakuLapisan Penghasilan Tarif 

Pajak

Sampai dengan Rp50.000.000,00 5% PPh pasal 21 yang dipotong 

oleh PT.SPG untuk 

penghasilan teratur dan 

penghasilan tidak teratur 

berdasarkan Undang-Undang 

Perpajakan yang berlaku

Diatas Rp50.000.000,00 sampai 

Rp250.000.000,00

15%

Diatas Rp250.000.000,00 sampai 

Rp500.000.000,00

25%

Diatas Rp500.000.000,- 30%

Sumber: data yang diolah
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Dari tabel diatas, pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong oleh 

PT.Sumber Pangan Gisindo yang ditanggung pegawai dan dipotong 

oleh perusahaan adalah penghasilan tidak teratur berupa THR sebesar 

Rp2.306.900,00 dan penghasilan teratur yang diterima pegawai setiap 

bulan sebesar Rp2.069.440,00; pemotongan PPh Pasal 21 oleh 

PT.Sumber Pangan Gisindo kepada pegawai telah mengacu pada 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009.

C. Pembahasan

PT.Sumber Pangan Gisindo dalam melakukan penghitungan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 telah menggunakan formula yang sama dengan 

penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada umumnya, yaitu dengan 

mengetahui penghasilan bruto dapat menghitung pajak penghasilan pasal 21, 

tetapi dengan memperhatikan penghasilan yang diterima berupa penghasilan 

teratur dan penghasila tidak teratur serta jumlah tanggungan keluarga sebagai 

dasar penghitungan penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Pembahasan tentang item-item perbandingan penghitungan pajak 

penghasilan pasal 21 yang terdapat dalam bukti pemotongan Pajak 

Penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap di PT.Sumber Pangan Gisindo 

sebagai berikut:

1. Penghasilan Teratur

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk penghasilan teratur 

yang dilakukan oleh PT.Sumber Pangan Gisindo dengan Peraturan 
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Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER-31/PJ/2009, terdapat perbedaan

dalam hal:

a. Menentukan penghasilan yang diterima oleh pegawai setiap bulannya. 

Hal ini dapat dibuktikan pada tabel 5.1, dimana perusahaan hanya 

memperhitungkan gaji pokok ditambah dengan tunjangan berupa 

tunjangan masa kerja dan tunjangan jabatan, kenyataannya perusahaan 

mengikutsertakan pegawainya pada program Jamsostek. Berdasarkan 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009, Premi 

Jaminan Kecelakaan Kerja, Premi Jaminan Kematian, Premi Jaminan 

Kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, merupakan penghasilan 

bagi pegawai, namun perusahaan tidak memperhitungkan Premi 

Jaminan Kecelakaan Kerja, Premi Jaminan Kematian, Premi Jaminan 

Kesehatan sebagai penambah penghasilan.

b. Menentukan pengurang penghasilan bruto. Hal ini dapat dilihat pada 

tabel 5.2, dimana perusahaan hanya mengurangkan penghasilan bruto 

dengan biaya jabatan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, 

dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah 

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp500.000,00 (lima 

ratus ribu rupiah) sebulan, kenyataannya perusahaan mengikutsertakan 

pegawainya pada program Jamsostek. Berdasarkan Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009, Jaminan Hari Tua merupakan 

pengurang penghasilan bruto, namun perusahaan tidak 

memperhitungkan Jaminan Hari Tua sebagai pengurang penghasilan.
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Selain perbedaan yang telah dijelaskan diatas, ada pula kesamaan 

penghitungan yang dilakukan perusahaan dengan Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor:PER-31/PJ/2009, yaitu dalam hal:

a. Menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak

Dalam pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), 

perusahaan telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor:PER-31/PJ/2009, yaitu Rp15.840.000,00 untuk diri pegawai, 

Rp1.320.000,00 untuk pegawai yang kawin, Rp15.840.000,00 

tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan 

penghasilan suami, Rp1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota 

keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak 

angka yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang.

b. Menentukan tarif pajak guna menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 

Terutang yang diterapkan PT.Sumber Pangan Gisindo.

Dalam penentuan tarif pajak, perusahaan telah mengacu pada 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER-31/PJ/2009, yaitu 

dengan menerapkan:

Lapisan Penghasilan Tarif Pajak

Sampai dengan Rp50.000.000,00 5%

Diatas Rp50.000.000,00 sampai 

Rp250.000.000,00

15%

Diatas Rp250.000.000,00 sampai 

Rp500.000.000,00

25%

Diatas Rp500.000.000,- 30%
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2. Penghasilan Tidak Teratur

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk penghasilan tidak 

teratur yang dilakukan oleh PT.Sumber Pangan Gisindo dengan Peraturan 

Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER-31/PJ/2009, terdapat kesamaan 

dalam hal:

a. Menentukan penghasilan yang diterima untuk penghasilan tidak teratur 

sama halnya dengan penghasilan teratur tetapi yang membedakan 

adalah pegawai tetap mendapat bonus berupa Tunjangan Hari Raya 

(THR) yang diterima pada bulan September 2010. Perusahaan 

memberikan THR sebagai penghasilan tidak teratur yang merupakan 

objek pajak penghasilan pasal 21.

b. Menentukan pengurang penghasilan bruto untuk penghasilan tidak 

teratur sama halnya dengan penghasilan teratur tetapi yang 

membedakannya adalah terdapat tambahan penghitungan biaya jabatan 

untuk penghasilan tidak teratur berupa THR. Hal ini terdapat dalam 

formulir bukti pemotongan 1721-A1.

c. Menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk penghasilan 

teratur dan penghasilan tidak teratur, PT.Sumber Pangan Gisindo telah 

mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER-

31/PJ/2009, yaitu Rp15.840.000,00 untuk diri pegawai, 

Rp1.320.000,00 untuk pegawai yang kawin, Rp15.840.000,00 

tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan 

penghasilan suami, Rp1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota 
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keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak 

angka yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang.

d. Menentukan tarif pajak guna menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 

Terutang yang diterapkan PT.Sumber Pangan Gisindo.

Dalam penentuan tarif pajak, perusahaan telah mengacu pada 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER-31/PJ/2009, yaitu 

dengan menerapkan:

Lapisan Penghasilan Tarif Pajak

Sampai dengan Rp50.000.000,00 5%

Diatas Rp50.000.000,00 sampai 

Rp250.000.000,00

15%

Diatas Rp250.000.000,00 sampai 

Rp500.000.000,00

25%

Diatas Rp500.000.000,- 30%

Selain kesamaan yang telah dijelaskan diatas, ada pula perbedaan 

diantaranya dalam hal:

a. Menentukan penghasilan yang diterima oleh pegawai setiap bulan 

untuk penghasilan tidak teratur sama hal nya dengan penghasilan 

teratur. Hal ini dapat dibuktikan pada tabel 5.1, dimana perusahaan 

hanya memperhitungkan gaji pokok ditambah dengan tunjangan 

berupa tunjangan masa kerja dan tunjangan jabatan, ditambah juga 

dengan penghasilan tidak teratur berupa THR. Selain itu pada 

kenyataannya perusahaan mengikutsertakan pegawainya pada program 

Jamsostek. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak 
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Nomor:PER-31/PJ/2009, Premi Jaminan Kecelakaan Kerja, Premi 

Jaminan Kematian, Premi Jaminan Kesehatan yang dibayar oleh 

pemberi kerja, merupakan penghasilan bagi pegawai, namun 

perusahaan tidak memperhitungkan Premi Jaminan Kecelakaan Kerja, 

Premi Jaminan Kematian, Premi Jaminan Kesehatan sebagai 

penambah penghasilan.

b. Menentukan pengurang penghasilan bruto untuk penghasilan tidak 

teratur sama halnya dengan penghasilan teratur. Hal ini dapat dilihat 

pada tabel 5.2, dimana perusahaan hanya mengurangkan penghasilan 

bruto dengan biaya jabatan untuk penghasilan teratur dan biaya jabatan 

untuk bonus berupa THR sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan 

bruto, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah 

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun. Selain itu pada 

kenyataannya, perusahaan mengikutsertakan pegawainya pada 

program Jamsostek. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor: PER-31/PJ/2009, Jaminan Hari Tua merupakan pengurang 

penghasilan bruto, namun perusahaan tidak memperhitungkan Jaminan 

Hari Tua sebagai pengurang penghasilan.

Secara lengkap pembahasan mengenai perbandingan penghitungan PPh 

pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap yang dilakukan PT.Sumber 

Pangan Gisindo dan penulis yang berdasar teori dapat dilihat pada tabel 

berikut:
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Tabel 5.5 Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 antara Praktik di PT.Sumber Pangan Gisindo dan Peraturan Perpajakan yang 

berlaku untuk penghasilan teratur

Hal yang dibandingkan Praktik (PT.Sumber Pangan Gisindo) Peraturan Perpajakan yang berlaku Keterangan

1. Menentukan penghasilan 

bruto

Gaji pokok, tunjangan masa kerja, tunjangan 

jabatan : merupakan objek pajak penghasilan 

pasal 21

Penghasilan yang diterima secara teratur berupa gaji, 

uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk 

honorarium anggota dewan komisaris atau anggota 

dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang 

sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan 

isteri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan 

khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak, 

tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, 

bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, 

dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun: 

merupakan objek pajak PPh Pasal 21

Telah mengacu pada 

Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor:

PER-31/PJ/2009 Pasal 

5 ayat (1)

Perusahaan mengikuti program Jamsostek, 

namun perusahaan tidak memperhitungkan 

premi tersebut

Belum mengacu pada 

Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor:

PER-31/PJ/2009 Pasal 

5 ayat (1)

2. Menentukan Pengurang 

Penghasilan Bruto

Biaya jabatan yang digunakan perusahaan 

sebagai pengurang penghasilan bruto: 

Rp6.000.000,00 setahun atau Rp500.000,00 

sebulan

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap 

adalah penghasilan bruto dikurangi dengan:

a. Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, 

menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% 

Telah mengacu pada 

Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor: 

PER-31/PJ/2009
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(lima persen) dari penghasilan bruto, dengan 

jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah 

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau 

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah ) sebulan;.

Perusahaan mengikuti program Jamsostek, 

namun perusahaan tidak memperhitungkan 

Jaminan Hari Tua sebagai pengurang 

penghasilan bruto

b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh 

pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya 

telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan 

penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Jaminan 

Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun 

yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri 

Keuangan

Belum mengacu pada 

Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor: 

PER-31/PJ/2009

3. Menentukan Penghasilan 

Tidak Kena Pajak

Penghasilan tidak kena pajak yang

diterapkan PT.Sumber Pangan Gisindo; 

Rp15.840.000,00 untuk diri pegawai, 

Rp1.320.000,00 untuk pegawai yang kawin, 

Rp15.840.000,00 tambahan untuk seorang 

istri yang penghasilannya digabung dengan 

penghasilan suami, Rp1.320.000,00 

tambahan untuk setiap anggota keluarga 

Besarnya penghasilan tidak kena pajak seorang 

pegawai dihitung berdasarkan penghasilan neto 

dikurangi PTKP yang jumlahya sebagai berikut: 

Rp15.840.000,00 untuk diri pegawai, Rp1.320.000,00 

untuk pegawai yang kawin, Rp15.840.000,00 

tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya 

digabung dengan penghasilan suami, Rp1.320.000,00 

tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan 

Telah mengacu pada 

Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor: 

PER-31/PJ/2009
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sedarah dan semenda dalam garis keturunan 

lurus serta anak angka yang menjadi 

tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 

orang.

semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angka 

yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 

orang.

4. Menentukan Besarnya 

Penghasilan Kena Pajak

Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) 

bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto 

dikurangi dengan biaya jabatan dan PTKP 

yang diterima selama 1 (satu) tahun takwim 

atau jumlah yang disetahunkan.

Besarnya Peghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap 

adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya 

jabatan, iuran pensiun yang dibayar sediri oleh 

pegawai kepada Dana Pensiun yang pendiriannya 

telah disahkan Menteri Keuangan, termasuk iuran 

THT atau JHT yang dibayar sendiri oleh pegawai 

kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja yang dipersamakan dengan dana pensiun, dan 

PTKP, yang diterima selama 1(satu) tahun takwim 

atau jumlah yang disetahunkan.

Belum mengacu pada 

Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor: 

PER-31/PJ/2009

5. Menentukan PPh Pasal 21 

terutang

Menentukan PPh terutangnya menggunakan 

tarif berdasarkan pasal 17 UU No.36 Tahun 

2008, diterapkan atas penghasilan kena pajak

Menentukan PPh terutang yaitu dengan tarif 

berdasarkan pasal 17 UU Nomor 36 tahun 2008

Telah mengacu pada 

Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor: 

PER-31/PJ/2009

Sumber: data yang diolah
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Tabel 5.6 Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 antara Praktik di PT.Sumber Pangan Gisindo dan Peraturan Perpajakan yang 

berlaku untuk Penghasilan Tidak Teratur dan Penghasilan Teratur

Hal yang dibandingkan Praktik (PT.Sumber Pangan Gisindo) Peraturan Perpajakan yang berlaku Keterangan

1. Menentukan Penghasilan 

Bruto

Gaji pokok, tunjangan masa kerja, 

tunjangan jabatan : merupakan objek 

pajak penghasilan pasal 21

Penghasilan yang diterima secara teratur berupa gaji, 

uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk 

honorarium anggota dewan komisaris atau anggota 

dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang 

sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan 

isteri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan 

khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak, 

tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, 

bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi 

kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama 

apapun: merupakan objek pajak PPh Pasal 21

Telah mengacu pada 

Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor: 

PER-31/PJ/2009

Perusahaan mengikuti program 

Jamsostek, namun perusahaan tidak 

memperhitungkan premi tersebut

Belum mengacu pada 

Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor: 

PER-31/PJ/2009

Bonus berupa Tunjangan Hari Raya 

(THR) merupakan objek pajak 

penghasilan pasal 21 atas penghasilan 

tidak teratur

Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, 

penerima pensiun berkala secara tidak teratur berupa 

jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, 

tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, 

Telah mengacu pada 

Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor: 

PER-31/PJ/2009
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premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang 

sifatnya tidak tetap; merupakan objek pajak PPh 

pasal 21.

2. Menentukan Pengurang 

Penghasilan Bruto

Biaya jabatan yang digunakan 

perusahaan sebagai pengurang 

penghasilan bruto: Rp6.000.000,00 

setahun atau Rp500.000,00 sebulan dan 

biaya jabatan dari penghasilan tidak 

teratur yang diberikan oleh perusahaan 

pada bulan September 2010 yang 

digunakan sebagai pengurang 

penghasilan bruto.

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap 

adalah penghasilan bruto dikurangi dengan:

a. Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, 

menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% 

(lima persen) dari penghasilan bruto, dengan 

jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah 

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau 

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah ) sebulan;.

Telah mengacu pada 

Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor: 

PER-31/PJ/2009

Perusahaan mengikuti program 

Jamsostek, namun perusahaan tidak 

memperhitungkan Jaminan Hari Tua 

sebagai pengurang penghasilan bruto

b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh 

pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya 

telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan 

penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Jaminan 

Hari Tua yang dipersamakan dengan dana 

pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh 

Menteri Keuangan

Belum mengacu pada 

Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor: 

PER-31/PJ/2009
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3. Menentukan Penghasilan 

Tidak Kena Pajak

Penghasilan tidak kena pajak yang 

diterapkan PT.Sumber Pangan Gisindo; 

Rp15.840.000,00 untuk diri pegawai, 

Rp1.320.000,00 untuk pegawai yang 

kawin, Rp15.840.000,00 tambahan 

untuk seorang istri yang penghasilannya 

digabung dengan penghasilan suami, 

Rp1.320.000,00 tambahan untuk setiap 

anggota keluarga sedarah dan semenda 

dalam garis keturunan lurus serta anak 

angka yang menjadi tanggungan 

sepenuhnya paling banyak 3 orang.

Besarnya penghasilan tidak kena pajak seorang 

pegawai dihitung berdasarkan penghasilan neto 

dikurangi PTKP yang jumlahya sebagai berikut: 

Rp15.840.000,00 untuk diri pegawai, Rp1.320.000,00 

untuk pegawai yang kawin, Rp15.840.000,00 

tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya 

digabung dengan penghasilan suami, Rp1.320.000,00 

tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan 

semenda dalam garis keturunan lurus serta anak 

angka yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling 

banyak 3 orang.

Telah mengacu pada 

Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor: 

PER-31/PJ/2009

4. Menentukan Besarnya 

Penghasilan Kena Pajak

Besarnya Penghasilan Kena Pajak 

(PKP) bagi pegawai tetap adalah 

penghasilan bruto dikurangi dengan 

biaya jabatan dan PTKP yang diterima 

selama 1 (satu) tahun takwim atau 

jumlah yang disetahunkan.

Besarnya Peghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap 

adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya 

jabatan, iuran pensiun yang dibayar sediri oleh 

pegawai kepada Dana Pensiun yang pendiriannya 

telah disahkan Menteri Keuangan, termasuk iuran 

THT atau JHT yang dibayar sendiri oleh pegawai 

kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga 

Telah mengacu pada 

Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor: 

PER-31/PJ/2009
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Kerja yang dipersamakan dengan dana pensiun, dan 

PTKP, yang diterima selama 1(satu) tahun takwim 

atau jumlah yang disetahunkan.

5. Menentukan PPh Pasal 21 

terutang

Menentukan PPh terutangnya 

menggunakan tarif berdasarkan pasal 17 

UU No.36 Tahun 2008, diterapkan atas 

penghasilan kena pajak

Menentukan PPh terutang yaitu dengan tarif 

berdasarkan pasal 17 UU Nomor 36 tahun 2008

Telah mengacu pada 

Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor: 

PER-31/PJ/2009

Sumber: Data yang dioleh
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Pada tabel diatas mengungkapkan penghitungan PPh Pasal 21 yang telah 

mengacu dan yang tidak mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku 

tahun 2010. Dalam melakukan penentuan Biaya Jabatan PT.Sumber Pangan 

Gisindo sudah melakukan dengan benar yaitu maksimal Rp500.000,00 

perbulan atau Rp6.000.000,00 per tahun yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009. Dalam 

pengurangan PTKP, PT.Sumber Pangan Gisindo juga sudah melakukan 

dengan benar sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-

31/PJ/2009 pasal 11 ayat (1) dan (2).

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, penghitungan PPh Pasal 21 atas 

gaji pegawai tetap PT.Sumber Pangan Gisindo belum mengacu pada Peraturan 

Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER-31/PJ/2009 terutama dalam hal:

a. Penetapan penghasilan yang diterima oleh pegawai di PT.Sumber 

Pangan Gisindo yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak 

memperhitungkan Premi Jaminan Kecelakaan Kerja, Premi Jaminan 

Kesehatan, Premi Jaminan Kematian.

b. Penetapan pengurang penghasilan bruto Jaminan Hari Tua tidak 

diperhitungkan ke dalam pengurangan penghasilan bruto.
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan 

penulis, terdapat beberapa kriteria yang menentukan apakah penghitungan 

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT.Sumber Pangan 

Gisindo telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor:PER-31/PJ/2009. Adapun kriteria yang dimaksud adalah:

a. Apabila proses penghitungan (dalam menentukan penghasilan yang 

diterima, menentukan pengurang penghasilan bruto, menentukan 

PTKP, menentukan tarif pajak) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang 

dilakukan perusahaan tersebut benar, maka proses penghitungan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap PT.Sumber Pangan 

Gisindo sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-

31/PJ/2009.

b. Apabila proses penghitungan (dalam menentukan penghasilan yang 

diterima, menentukan pengurang penghasilan bruto, menentukan 

PTKP, menentukan tarif pajak) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang 

dilakukan perusahaan tersebut salah/ terdapat salah satu proses yang 

salah, maka proses penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji 

pegawai tetap PT.Sumber Pangan Gisindo tidak sesuai dengan 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-31/PJ/2009.
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Berdasarkan analisis data, pembahasan serta uraian kriteria tersebut, 

maka penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap 

yang dilakukan oleh PT.Sumber Pangan Gisindo tidak sesuai dengan 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:PER-31/PJ/2009, karena 

terdapat kesalahan dalam menentukan penghasilan yang diterima oleh 

pegawai, serta dalam menentukan pengurang penghasilan bruto.

B. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan penelitian yang dilakukan penulis yaitu:

1. Dalam melakukan penelitian, penulis tidak dapat mengetahui informasi 

mengenai rincian gaji pokok, besarnya nominal tunjangan yang 

diterima pegawai tetap setiap bulannya.

2. Data yang diperoleh yaitu hanya data gaji setahun, jumlah tunjangan 

setahun, penghasilan bruto setahun, dan jumlah pajak penghasilan 

setahun, yang terdapat dalam bukti potong pajak penghasilan pasal 21 

atau formulir 1721-A1, sehingga mungkin hasil penelitian ini kurang 

mampu mencerminkan pajak penghasilan pasal 21 yang sebenarnya.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang 

diharapkan bermanfaat:

1. Bagi Perusahaan.

a. Untuk lebih menerapkan dan menghitung PPh pasal 21 dengan 

lebih baik.
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b. Perusahaan sebaiknya memperhatikan lagi mengenai penghitungan 

dalam hal ketelitian penentuan objek pajak.

c. Perusahaan sebaiknya selalu memperbaharui peraturan perpajakan, 

karena peraturan perpajakan selalu mengalami perubahan. Hal ini 

dilakukan guna perusahaan dapat meningkatkan kepatuhan dalam 

membayar pajak.

d. Seharusnya PPh 21 yang kurang disetor diberi sanksi administrasi, 

dan yang berkewajiban membayar adalah pemberi kerja.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan memperoleh rincian data 

penghasilan per bulan untuk validitas hasil penelitian. 
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